
B U P A T I O G A N K O M E R I N G I L I R 
PERATURAN BUPATI OGAN KOMEFdNG ILIR 

NOMOR TAHUN 2020 

T E N T A N G 

PEMBERIAN RELAKSASI TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS D ISEASE 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ILIR, 

Menimbang : a. bahwa dampak meluasnya wabah Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) menyebabkan menurunnya omzet pelsiku 

usaha sektor j asa dan pariwisata dan masyarakat lainnya; 

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 

Nomor 440/2436 / S J tentang Pencegahan Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk memperkuat 

ekonomi masyarakat dan pelaku usaha termasuk usaha 

menengah kecil dan mandiri, maka perlu melakukan 

pemberian relaksasi terhadap pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pemberian Relaksasi Terhadap Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Akibat Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I I dan Kotapraja di Sumatera 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1821); 

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3312); sebagaimana telah diubah 
dengan... 



dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3569); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang 

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 99); 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

Tahun 2020... 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir. 

4. Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat. 

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak yang dikenakan 

pada bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan 

oleh orang pribadi atau badan , meliputi permukaan bumi dan tubuh bumi yang 

ada dibawahnya, konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 

pada tanah atau perairan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

7. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 

disingkat WP. PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Wajib Pajak Bumi dan 

Bangunan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

8. Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disingkat SKP PBB adalah 

surat yang disampaikan kepada wajib pajak tentang nilai ketetapan pajak. 

9. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk 

melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau 

denda. 

10. Masa Pajak adalah jangka waktu 6 (enam) bulan kalender setelah SPPT P B B 

Perdesaan dan Perkotaan diterima oleh wajib pajak dan wajib pajak dapat 

menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang sebelum jatuh 

tempo. 

BAB I I 

PELAKSANAAN 

Pasal 2 

Pemerintah Daerah memberikan relaksasi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan selama 3 (tiga) bulan. 

Pasal 3.. 



dengan Undang-Undang Nomor 12 Tal iun 1994 (lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 6 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3569); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang 

Pembagian HasU Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 99); 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan I^embaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020... 



Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6485); 

9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan 

Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 

Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 

Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan 

Perekonomian Nasional; 

10. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan 

Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus 

Corona di Indonesia; 

11 . Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status 

Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus 

Corona di Indonesia; 

12. Keputusan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 

204/KPTS/BPBD-SS/2020 tentang Penetapan Status 

Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 

Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 2); 

14. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 106 Tahun 

2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 

serta Tata Keija Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten 

Ogan Komering Ilir; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN RELAKSASI 

TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 

PERKOTAAN AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS D ISEASE 2019. 

BAB I . 



Pasa l3 

(1) Relaksasi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dit>erikan 

dalam masa tanggap darurat ditambah dengan 2 (dua) bulan masapemulihan 

setelah berakhiraya masa tanggap darurat. 

(2) Pemberian relaksasi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

berupa penundaan jatuh tempo pembayaran, tanggal ja tuh tempo pembayaran 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana ditentukan 

pada SPPT P B B yaitu tanggal 30 September 2020 diundur padat anggal 30 

desember 2020. 

(3) Perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati dan wajib pajak yang tidak membayar Pajak PBB tahun 

2020 sampai tanggal 30 desember 2020 tidak akan dikenakan sanksi administrasi 

sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati tentang Pemberian Relaksasi Terhadap Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 

mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

Ditetapkan di Kayuagung j 
0 pada tanggal, ^ O^tch^r 2020 /jj 
X 3UPAT I OGAN KOMERING \\JSt,ry i 

Diundangkan di Kayuagung 
pada tanggal, ^ C^Kt^ey 2020 
S E K R E T A R I S DAERAH ifeteUPATEN OGAN KOMERING ILIR 

HUSIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2020 NOMOR 
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